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1 fatimahazzahraa2002@gmail.com* ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi anggaran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap berbagai bahan hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, untuk mencapai efisiensi yang optimal, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

ABSTRACT
This study aims to analyze the efficiency of the government budget under President Prabowo's leadership, focusing on the implementation of the principles of transparency and accountability as stipulated in Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The method used in this study is normative juridical, which involves the study and analysis of various written legal materials, including laws, government regulations, and court decisions. The data analyzed are secondary data. The findings of this study indicate that in the context of good governance, transparency and accountability are key components to ensure that the management of the state budget is effective, efficient, and accountable to the public. However, to achieve optimal efficiency, a stronger commitment is needed from all parties involved, including legislative institutions and civil society. In addition, this study emphasizes that the implementation of the principles of transparency and accountability is not only important for increasing budget efficiency, but also for building public trust in the government.
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Pendahuluan
Efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini dinilai kurang efisien. Berbagai masalah seperti ketidakcermatan dalam penggunaan anggaran, pemborosan, serta alokasi yang tidak tepat sasaran dan kurang mempertimbangkan prioritas, menjadi latar belakang pengambilan kebijakan efisiensi ini.
Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini dirasakan oleh sejumlah Kementerian dan Lembaga. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp184 miliar, menetapkan anggaran 2025 dari sebelumnya Rp392 miliar menjadi Rp208 miliar. Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami efisiensi sebesar Rp14,3 triliun, mengubah pagu anggaran 2025 dari Rp56,5 triliun menjadi Rp42,3 triliun. Sementara itu, Polri juga merasakan pengurangan anggaran sebesar Rp20,5 triliun, dengan pagu anggaran tahun 2025 yang dikoreksi dari Rp126,6 triliun menjadi Rp106 triliun.
Sebagaimana seharusnya, jika kita tinjau dari segi tujuan serta pertimbangan implementasi efisiensi anggaran, langkah-langkah yang diambil pemerintah merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yakni transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting, sebab pemerintah perlu terbuka mengenai anggaran dan kebutuhan yang dipenuhi, sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kebijakan efisiensi anggaran ini seringkali menimbulkan berbagai kekhawatiran serta pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama karena potensi munculnya masalah baru, seperti pemutusan hubungan kerja secara masal dan Biaya Kuliah Tetap (UKT) Universitas telah meningkat.
Perekonomian adalah sebuah interaksi yang berlangsung di mana saja, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Selain itu, dalam lingkup masyarakat, perekonomian juga berperan penting dalam organisasi atau instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber pendanaan yang masuk dan keluar.
Instansi pemerintah melakukan beragam pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan. Di sisi lain, instansi tersebut juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Langkah ini diambilMencegah dan menghindari penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan instansi pemerintah itu sendiri. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan acuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas anggaran merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai rencana dan tujuan yang diharapkan serta pelaksanaannya.
Peneliti Bernard Allvitro, Sekretariat Nasional Forum Transparansi Anggaran Indonesia (Seknas Fitra), menyatakan bahwa di tengah keterbatasan keuangan negara, penting untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, kebijakan efisiensi ini menjadi paradoks mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran justru membentuk kabinet yang lebih besar dengan jumlah menteri yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meskipun anggaran negara mengalami keterbatasan, efisiensi tetap dianggap perlu. Kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai berbagai polemik, baik di sektor publik maupun swasta. Melalui Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres) tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran sekitar Rp 306,6 triliun. Peningkatan efisiensi ini meliputi penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Pemerintah menyatakan pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana dan memastikan kelancaran program prioritas seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap beberapa kementerian utama seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp81 triliun. Kementerian yang terdampak antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengalami pemangkasan sekitar Rp22 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang mengalami pemangkasan sebesar Rp16 triliun. Pemangkasan anggaran ini dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya membahayakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
Pemangkasan anggaran yang agresif tanpa perencanaan yang matang dapat menghancurkan perekonomian nasional. Belanja pemerintah merupakan pendorong pertumbuhan yang paling penting, terutama di bidang konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat turun signifikan dan aktivitas bisnis melemah, pengangguran dapat meningkat, yang berarti sektor ritel, UMKM, dan manufaktur dapat menghadapi resesi yang lebih dalam.
Sementara itu, kebijakan pembatalan perjalanan dinas dinilai sebagai langkah penghematan biaya yang mesti dikaji ulang secara saksama. Industri seperti perhotelan, transportasi, dan jasa boga selama ini mengandalkan perjalanan dinas sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara berlebihan dan industri perhotelan dan pariwisata kehilangan pasar terpentingnya, risiko PHK bisa meningkat drastis. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan fiskalnya dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan di berbagai bidang utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penilaian menyeluruh terhadap belanja pemerintah sangat penting untuk memastikan tercapainya efisiensi tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran dikalangan masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah. Keputusan-keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan kebijakan presiden, telah menciptakan kebingungan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara terampas. Salah satu isu yang paling menonjol adalah pemangkasan anggaran pendidikan, yang berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia. Ini jelas menantang gagasan inti dalam tahap "dorongan menuju kedewasaan". Sumber daya pendidikan yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan daya saing tenaga kerja Indonesia, yang berpotensi menghambat peralihan menuju ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Selain itu, pengurangan belanja kesehatan dapat berdampak buruk pada layanan publik, sehingga menciptakan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi individu dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, perbedaan fokus investasi antara inisiatif jangka pendek dan jangka panjang dapat menghambat kemajuan Indonesia ke tahap konsumsi tinggi yang diuraikan dalam model Rostow, di mana ada harapan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli bagi penduduk. Akibatnya, setiap pengurangan anggaran yang dimaksudkan untuk mendanai Program Makanan Bergizi harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena keputusan ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan bagi ekonomi Indonesia.
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan meneliti dan mengevaluasi berbagai dokumen hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan putusan pengadilan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, artinya informasi tersebut telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain sebelum digunakan. Data sekunder yang diteliti terdiri dari sumber hukum tertulis seperti buku, artikel akademis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah pustaka, yaitu teknik yang melibatkan pembacaan dan analisis teks hukum yang relevan. Teks hukum yang dikumpulkan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, yang akan dieksplorasi untuk mendapatkan wawasan tentang perspektif hukum mengenai administrasi pemerintahan. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis normatif, yaitu dengan menafsirkan dan merumuskan asas hukum yang terdapat dalam dokumen hukum tertulis(Sonata et al. , 2014).
Dalam penelitian ini, analisis normatif menekankan pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum administrasi yang mengatur tindakan pemerintahan, dengan tujuan untuk menyelidiki perspektif hukum administrasi dalam kaitannya dengan efisiensi penganggaran pemerintah.
Hasil dan Pembahasan
Efesiensi Anggaran Sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala daerah.
Dalam Diktum kedua sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306. 177. 420. 000. 000,00 (tiga ratus enam triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256. 100. 000. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
b. Jumlah yang dialokasikan untuk transfer ke daerah adalah sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
Selanjutnya pada Diktum ketiga diminta Menteri / pimpinan Lembaga untuk:
1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian dan lembaga sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa Menteri atau pimpinan lembaga diharapkan dapat merencanakan langkah-langkah untuk menghemat atau mengurangi pengeluaran lembaga mereka, sesuai dengan target atau batasan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2.  Identifikasi rencana efisiensi yang telah dijelaskan pada poin pertama mencakup berbagai jenis belanja, baik operasional maupun non-operasional. Hal ini meliputi, setidaknya, pengeluaran untuk operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam diktum keempat, gubernur serta bupati/wali kota diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan tertentu. seperti berikut:
[image: ]
• Perlengkapan Kantor, mencapai efisiensi 90,0 persen. 
• Percetakan dan Barang Dagangan, mencapai efisiensi 75,9 persen. 
• Penyewaan Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan, mencapai efisiensi 73,3 persen. 
• Belanja Lain-lain, dengan efisiensi 59,1 persen. 
• Acara Formal, mencatat efisiensi 56,9 persen. 
• Perjalanan Perusahaan, mencapai efisiensi 53,9 persen. 
• Penelitian dan Evaluasi, dengan efisiensi 51,5 persen. 
• Layanan Konsultasi, menunjukkan efisiensi 45,7 persen. 
• Pertemuan, Konferensi, dan acara serupa, dengan efisiensi 45,0 persen. 
• Pembayaran untuk Layanan dan Aktivitas Profesional, dengan efisiensi 40,0 persen.
Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana diatur dalam diktum ketiga angka 3, tidak mencakup:
a. Belanja pegawai: Pengeluaran yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan manfaat lain untuk pegawai tidak termasuk dalam rencana efisiensi tersebut.
b. Belanja bantuan sosial: Pengeluaran untuk program-program bantuan sosial kepada masyarakat juga tidak dimasukkan dalam upaya efisiensi ini.
Efisiensi diprioritaskan di luar hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dalam diktum ketiga angka 4, sebagai berikut:
a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
b.  Rupiah murni, kecuali jika pelaksanaannya tidak memungkinkan hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
c. c. Anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), kecuali yang telah disetor ke kas negara pada Tahun Anggaran 2025.
d. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang juga berfungsi sebagai aset pendukung dalam penerbitan SBSN.
Dapat disimpulkan bahwa efisiensi fiskal juga menjadi prioritas bagi jenis anggaran lainnya, kecuali dana yang bersumber dari pinjaman, hibah, rupiah murni (jika masih tersedia), PNBP-BLU (penerimaan selain penerimaan yang disetorkan ke kas negara) dan SBSN yang menjadi dasar penerbitan SBSN dan tidak dapat dipotong atau dikurangi. Pengecualian ini dimaksudkan agar dana dengan ketentuan khusus atau tujuan tertentu tetap digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh oleh upaya efisiensi anggaran.
Berikut merupakan poin-poin penting Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi APBN dan APBD sebagai berikut:
1. Peran dan Kewajiban 
Menteri dan pimpinan lembaga memiliki tugas untuk menilai efektivitas anggaran pada kementerian atau lembaga masing-masing, serta APBN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, gubernur dan bupati atau wali kota bertugas untuk menekan anggaran untuk seminar dan honorarium serta meminimalkan pengeluaran yang tidak memberikan hasil yang terukur, sesuai dengan pedoman yang digariskan pada angka 4. 
2. Sasaran Efisiensi Keuangan 
Target efisiensi anggaran ditetapkan sebesar Rp256,1 triliun untuk kementerian dan lembaga dan Rp50,6 triliun untuk transfer ke pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, angka dua. 
3. Langkah-langkah Efisiensi 
Pertama-tama, penting untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang tidak bersumber dari pembiayaan melalui pinjaman atau hibah. Selanjutnya, alokasi anggaran diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada poin nomor 5.
4. Pengawasan dan Pelaksanaan
Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan tingkat efisiensi anggaran dan melakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1. Selain itu, Menteri Dalam Negeri bertugas mengawasi pelaksanaan APBD dan memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6.
Prinsip Transparansi  dan Akuntabilitas Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua asas dasar sistem pemerintahan yang harus diterapkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Kedua asas ini tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Indonesia, asas transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan pedoman bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencegah terjadinya penyelewengan dan tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Prinsip Transparansi Dalam Administrasi Pemerintahan
Transparansi merupakan salah satu asas utama tata kelola pemerintahan yang baik. Asas ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan pemerintah dan dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. 
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada Asas Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang di dalamnya terdapat asas keterbukaan. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa asas keterbukaan berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan wajib diketahui oleh masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi informasi tertentu. ( sudah)
Transparansi dalam administrasi pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:
1. Memastikan akuntabilitas pemerintahan – Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
2.  Meningkatkan partisipasi publik – Keterbukaan dalam kebijakan memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang – Dengan keterbukaan dapat diminimalisir.
4.  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah – Jika pemerintah transparan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan meningkat.
Namun, perlu diingat bahwa transparansi memiliki batasan yang harus diperhatikan. Tidak semua informasi dapat diungkap secara terbuka kepada publik, terutama jika berkaitan dengan keamanan negara, rahasia bisnis, atau data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang jelas mengenai informasi mana yang dapat diakses oleh masyarakat dan bagaimana prosedur untuk meminta informasi tersebut.
Prinsip Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan 
Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam suatu sistem pemerintahan yang baik. Akuntabilitas berarti setiap pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang mereka ambil kepada masyarakat serta lembaga yang berwenang. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum serta mempertimbangkan kepentingan publik.
Dalam UU No 30 Tahun 2014 prinsip akuntabilitas dapat di temukan dalam beberapa ketentuan antara lain:
· Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf c, yang menyebutkan bahwa asas kepastian hukum dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap administrasi pemerintahan.
· Pasal 51 ayat (1), yang menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya.
· Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etis, dan hukum.
Akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:
1. Akuntabilitas Hukum – Pejabat pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran.
2. Akuntabilitas Administratif – Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas Politik – Pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga legislatif atas kebijakan yang diambil.
4. Akuntabilitas Moral dan Etika – Dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang baik.
Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong penyelenggara negara untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai kontrol agar kebijakan yang dibuattidak merugikan masyarakat dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Implikasi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan 
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tata kelola di Indonesia. Ada beberapa implikasi positif dari penerapan kedua prinsip tersebut, antara lain:
1. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pemerintah – Dengan mendorong keterbukaan, warga negara dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan penting. Hal ini memastikan bahwa hasil kebijakan tersebut lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi – Keterbukaan informasi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, karena semua tindakan pejabat pemerintah dapat diawasi oleh publik.
3.  Peningkatan Kepercayaan Publik – Ketika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang diambil, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan meningkat.
4. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan – Dengan sistem akuntabilitas yang baik, penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas.
5. Pembangunan Budaya Keterbukaan dalam Pemerintahan – Penerapan transparansi akan menciptakan budaya birokrasi yang terbuka, di mana informasi terkait kebijakan dan anggaran pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan juga menemui beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai hak akses informasi, birokrasi yang masih rumit, serta adanya kepentingan politik yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kerangka kerja saat ini dengan meningkatkan regulasi, memperkuat pengawasan, dan memperluas keterampilan tenaga kerjanya. Tata kelola yang efektif dan etis sangat bergantung pada konsep keterbukaan dan tanggung jawab, sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keterbukaan menjamin bahwa informasi dapat diakses oleh warga negara, sedangkan tanggung jawab menyoroti perlunya pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dengan mengadopsi kedua konsep ini, pemerintah dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, secara konsisten memprioritaskan kesejahteraan publik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara warga negara.
Efesiensi Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo Merupakan Pengimplmentasian Prinsip Transparansi &Akuntabilitas Sesuai Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
Rencana keuangan harus memastikan jaminan sosial bagi masyarakat, karena ini diakui sebagai persyaratan publik yang mendasar. Pada dasarnya, anggaran merupakan strategi fiskal yang dikembangkan secara berkala sesuai dengan program yang ditetapkan, dan diartikulasikan melalui rencana kegiatan suatu organisasi. Biasanya, strategi ini direpresentasikan secara kuantitatif dan umumnya menggunakan nilai moneter untuk jangka waktu tertentu ( Habibi etal.,2018)
Proses penetapan anggaran di tingkat nasional dan daerah menunjukkan dinamika dan ciri yang unik. Dalam praktiknya, keterlibatan tokoh politik dalam proses negosiasi terkait alokasi anggaran, termasuk siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dan bagaimana sumber daya didistribusikan, merupakan hal yang umum untuk diamati. Sayangnya, praktik pengurangan anggaran publik dan manipulasi angka anggaran masih terus berlanjut, yang ditujukan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok elit tertentu.
Sebaliknya, hubungan dengan badan legislatif sering kali memerlukan diskusi dan kegiatan lobi yang difokuskan pada kepentingan inisiatif dalam subprogram yang diusulkan. Akibatnya, fase ini sering kali ditandai dengan negosiasi seputar alokasi anggaran publik. Dalam skenario ini, politik penganggaran berfungsi sebagai mekanisme pengawasan politik di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam memengaruhi distribusi dan penggunaan anggaran pemerintah. Ini mencakup keputusan tentang siapa yang menerima dana, entitas mana yang memperoleh akses, serta jadwal dan lokasi untuk alokasi anggaran(N. L. L. Aziz, 2016).
Setiap negara memiliki tugas penting dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, yang mencakup penetapan strategi alokasi anggaran dan pelaksanaan inisiatif pemerintah. Perhatian yang cermat harus diberikan pada pengelolaan anggaran yang terkait dengan bantuan sosial, terutama sebelum penyaluran bantuan tersebut. Sumber daya keuangan untuk sektor publik sangat penting, karena berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk menyusun strategi kemajuan sosial-ekonomi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. (Purwanto, 2016).
Perubahan pola anggaran pemerintah sering dipengaruhi oleh aspek politik yang cenderung memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan aspek ekonomi (Hastuti, 2018; Rahman, 2018). Dalam hal ini, politik anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran oleh pihak eksekutif (Tessa, 2018). Regulasi, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa juga berperan penting dalam penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pelaksana anggaran di tingkat pemerintahan (Ramadhani dan Setiawan, 2019).
Reformasi kementerian negara menjadi elemen krusial dalam Upaya untuk Perlunya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global masih terus berlangsung. Namun demikian, jalan reformasi kementerian yang dimulai sejak tahun 1998 masih cukup berat. Meskipun perubahan politik telah berhasil dilaksanakan, penyelenggaraan pemilu yang teratur dan terciptanya lingkungan demokrasi yang mendukung belum cukup untuk mengangkat Indonesia dari krisis yang multifaset. Kekhawatiran terhadap kebijakan dan layanan publik semakin mengemuka, sehingga memerlukan reorganisasi sistem administrasi negara di samping kebijakan publik yang lebih inklusif (Murtir Jeddawi, 2008). 
Pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, jumlah kementerian tetap signifikan yaitu 48, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan pemerintahan presiden sebelumnya. Oleh karena itu, masih ada kebutuhan mendesak untuk reformasi birokrasi sebagai pendekatan vital untuk menyelaraskan struktur organisasi kementerian dengan tujuan pembangunan nasional, yang menargetkan percepatan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kewenangan negara di berbagai bidang merupakan inti dari reformasi kementerian. Prakarsa ini didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menguraikan kewenangan Presiden untuk membentuk kementerian negara, bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Kementerian Negara. Kerangka hukum ini memberikan Presiden kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk mengubah struktur kementerian sebagai respons terhadap persyaratan pemerintah dan kendala yang dihadapi. 
Namun demikian, bahkan dengan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan reformasi kementerian ini menghadapi rintangan. Kendala yang signifikan adalah kebutuhan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar kementerian, mengoptimalkan distribusi sumber daya, dan mencapai keseimbangan antara motif birokrasi dan kebutuhan publik. Lebih jauh, reformasi ini harus diselaraskan dengan dedikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan upaya kolaboratif di antara badan-badan pemerintah.
Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat penekanan signifikan pada penataan kembali kementerian agar selaras dengan tujuan visioner pembangunan strategis, yang mencakup ketahanan pangan, kemajuan teknologi digital, peningkatan kesejahteraan publik, dan penguatan pertahanan nasional. Pendekatan ini melibatkan pembentukan kementerian baru, konsolidasi kementerian dengan peran yang setara, dan penataan ulang struktur untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Sebagai ilustrasi, inisiatif yang ditujukan untuk menggabungkan aspek pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi merupakan langkah proaktif yang menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan kontemporer.
Kendati demikian, reformasi ini juga harus menjamin bahwa setiap tindakan konsisten dengan asas-asas Hukum Tata Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mungkin terdampak. Oleh karena itu, telaah hukum atas perubahan menteri menjadi penting untuk memastikan bahwa semua tindakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dipandang sebagai inisiatif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Tulisan ini menyoroti perlunya membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang efektif, yang mencakup keterbukaan dan tanggung jawab. Dalam upayanya mencapai efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah mengarahkan pengurangan pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Hal ini termasuk memangkas biaya perjalanan dinas hingga setengahnya, membatasi dana untuk acara seremonial, dan menghilangkan pembayaran untuk peran dan kegiatan yang tidak menghasilkan hasil nyata. 
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025, yang selanjutnya akan mendukung inisiatif-inisiatif utama seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pencapaian swasembada pangan dan energi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari pendekatan anggaran yang efektif. Ia telah menyerukan pemotongan anggaran untuk acara-acara seremonial dan perjalanan dinas yang tidak perlu, dengan maksud agar dana tersebut dialokasikan kembali untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan memenuhi tuntutan mendesak lainnya.
Namun, implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak khawatir akan dampak negatif pemotongan anggaran terhadap sektor-sektor vital seperti pendidikan dan layanan publik lainnya. Sebagai contoh, pengurangan signifikan pada anggaran pendidikan telah memicu protes dari mahasiswa yang merasa kebijakan tersebut mengancam kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, meskipun upaya efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah Agar konsep transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat terlaksana, pemerintah harus memastikan bahwa penerapannya tidak merugikan bidang-bidang penting yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menganut asas tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia. Tujuan utama AUPB adalah menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Dengan menerapkan AUPB secara konsisten dan berkelanjutan, manfaat yang besar dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, antara lain peningkatan mutu pemerintahan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Pemerintah harus menetapkan kebijakan berdasarkan kajian yang matang dan bertanggung jawab agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. Apabila suatu kebijakan menghadapi tentangan dan tidak memiliki akuntabilitas, pemerintah terkadang dapat mencabut kebijakan tersebut dan mengajukan alternatif.
Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program memiliki peranan yang sangat krusial. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas menjadi jaminan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan dan harapan warganya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong adanya konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme umpan balik.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat kecil, seperti menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang tidak wajar. Pemberian subsidi yang tepat sasaran serta perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Lebih jauh, penting bagi pemerintah untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sektor-sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
Simpulan
Di bawah arahan Presiden Prabowo, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam efisiensi anggaran pemerintah. Peningkatan ini sejalan dengan cita-cita akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk lebih meningkatkan efisiensi anggaran.  Untuk mendorong transparansi, pemerintah telah membuat langkah-langkah signifikan dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan terbuka bagi warga negara. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, pemerintah secara konsisten mengejar langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui berbagai pendekatan, termasuk pengembangan laporan keuangan yang lebih jelas dan penggunaan organisasi independen untuk audit. Meski demikian, tantangan besar dalam penegakan sanksi terhadap penyimpangan dan praktik korupsi masih menghadang dalam pengelolaan anggaran. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting, karena masukan dan kritik mereka dapat membantu pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. Komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
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